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1.

PROVINSI JAWA BARAT,

bahwa dalam rangka keabsahan penyelenggaraan pendidikan yang di
selenggarakan oleh masyarakat serta madrasah sebagai salah satu jalur
pendidikan formal dalam Sistem Pendidikan Nasional yang berada di lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya izin
operasional penyelenggaraan pendidikan terhadap madrasah tersebut:

bahwa dalam rangka memberikan izin operasional terhadap madrasah tersebut .
dipandang periu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat:

bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, madrasah sebagaimana tercantum
dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan
kriteria yang ditentukan serta layak untuk diberikan izin operasional untuk
menyelenggarakan pendidikan: |

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah; |

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran
Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional: .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan:

Keputusan Presiden Rl Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas,
Fungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah
diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun
2002;

Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah

Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam:

Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi , dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Agama;

Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor
Departemen Agama Kabupaten / Kota:

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan
Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor
E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik

Indonesia Nomor DJ.I/456A/2008 Tentang Penyusunan Nomor Statistik
Lembaga Pendidikan Islam.



